
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.112, 2008 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT. 
Pelayanan Minimal. Standar. Daerah Provinsi. 
Kabupaten/Kota. 

 
PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR: 22/PERMEN/M/2008 

TENTANG 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT 

DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan  
Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara 
Perumahan Rakyat tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang 
Perumahan Rakyat Daerah Provinsi Dan Daerah 
Kabupaten/Kota; 

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 
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  2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

  3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor: 62 Tahun 2005; 

  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/ 
Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu; 

  7. Peraturan Menteri Dalam Negari Republik Indonesia 
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan 
dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 

  8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 
01/PERMEN/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Negara Perumahan Rakyat sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan 
Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2008; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN 
RAKYAT TENTANG STANDAR PELAYANAN 
MINIMAL BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAERAH 
PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 
1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik 

Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 
Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, Walikota dan perangkat 
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Urusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan 
pelayanan dasar warga negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh 
peraturan perundang-undangan kepada Daerah untuk perlindungan hak 
konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta 
ketenteraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan komitmen 
nasional yang berhubungan dengan perjanjian dan konvensi internasional. 

5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah 
ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan 
wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. 

6. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang 
digunakan menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam 
pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau 
manfaat pelayanan. 

7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi 
dan pemerintahan. 

8. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah 
dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden 
terhadap kebijakan otonomi daerah. 

9. Menteri adalah Menteri Negara Perumahan Rakyat. 
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BAB II 
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT  

Pasal 2 
(1) Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar 

masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau 
dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasaran, 
sarana dan utilitas umum (PSU). 

(2) Untuk memberi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menetapkan SPM bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah 
kabupaten kota. 

Pasal 3 
(1) Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota 

menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan SPM 
bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, 
nilai dan batas waktu pencapaian tahun 2009 – 2025. 

(2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. rumah layak huni dan terjangkau; 
b. lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, saran dan 

utilitas (PSU). 
(3) Indikator dari rumah layak huni dan terjangkau sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a adalah: 
a. cakupan ketersediaan rumah layak huni; 
b. cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. 

(4) Indikator dari lingkungan yang sehat dan aman yang didukung prasarana, 
saran dan utilitas (PSU) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 
adalah cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan 
prasarana, saran dan utilitas (PSU). 

(5) Nilai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang terdiri dari indikator cakupan ketersediaan rumah layak huni sebesar 
100 % (seratus persen) dan untuk indikator cakupan layanan rumah layak 
huni yang terjangkau sebesar 70 % (tujuh puluh persen). 

(6) Nilai SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
yang terdiri dari indikator cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang 
didukung dengan prasarana, saran dan utilitas (PSU) sebesar 100 % 
(seratus persen). 
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(7) Jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian tahun 
2009–2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran 
I Peraturan Menteri ini. 

BAB III 
PENGORGANISASIAN 

Pasal 4 
(1) Gubernur dan Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 

pelayanan bidang perumahan sesuai SPM bidang perumahan rakyat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 

(2) Penyelenggaraan pelayanan bidang perumahan rakyat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), secara operasional dikoordinasikan oleh dinas 
perumahan atau dinas yang menangani bidang perumahan daerah provinsi 
dan daerah kabupaten/kota. 

(3) Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan bidang perumahan sesuai 
dengan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh tenaga 
dengan kualifikasi dan kompentensi yang dibutuhkan di bidang perumahan. 

BAB IV 
PELAKSANAAN 

Pasal 5 
(1) SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 

merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target SPM yang 
dilakukan secara bertahap oleh pemerintah provinsi dan pemerintah 
kabupaten/kota. 

(2) SPM bidang perumahan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang 
dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis SPM bidang perumahan rakyat 
daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota tercantum dalam lampiran II 
Peraturan Menteri ini. 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

Pasal 6 
(1) Menteri melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah provinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penerapan SPM. 
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